BAB Il

METODOLOGI ISTINBATH HUKUM DALAM FATWA
DSN MUI MENGENAI SANKSI DENDA ATAS
KETERLAMBAT PEMBAYARAN ANGSURAN

Bab 11 ini merupakan bab yang membahas mengenai Istinbat hukum fatwa
MUI terkait hukum sanksi denda pada keterlambatan atas pembayaran utang di
lembaga keuangan syariah. pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk menjawab

rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Fatwa yang dimaksudkan dalam pembahasan disini yaitu fatwa DSN-MUI

NO:17/DSN-MUI/1X/2000.
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FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 177/DSN-MUIIX/2000

Tentang
SANKSI ATAS NASABAH MAMPU

YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

g ) B e

Dewan Syari’sh Nasional setelah

Menimbang

Mengingat

n

o

bahwa masyammkat  banyak memerlukan  pembisyaan  dan
Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual
beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS
dilakukan secara angsuran;

. bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda  kewajiban

pembayaran, buik dalam akad jual beli maupun akad yang lain,
pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di
antara kedua belah pihak;

. bahwa masyarakit, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa

kepuda DSN tentang tindakun atau sunksi apakah yang dapat
dilakukan terhadap nasabah  mampu  yang  menunda-nunda
pembayaran tersebut menurut syari ‘ah Islam;

. bahwa oleh karena itu. DSN perlu menetapkan fatwa temang

sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunds pembayaran
menurut prinsip syari‘ah Islam, untuk dijadikan pedoman olch
LKS.

1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: |:
1w sl 1l T 2 gl

“Hai orang yang beriman! Penmhilah akad-akad i....”

. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari *Amr bin ‘Auf:

000 Yo 0ROl  abn 035 % o o I sevn., 438 7
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“Perdamatan dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
vang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecualt svarat yang mengharamkan vang halal atau
menghalalkan vang haram.”

. Hadis Nabi riwayat jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim

dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,
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17 Sanksi asax Nasabah 2

Memperhatikan

Pertama

Nasa'l dan Abu Huraimh, Abu Daud dan Abu Hururah, Ibn
Majah dari Abu Hurmrah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu
Hurairah dan Iba Umar, Malik dari Aby Huriesh, dan Darami
dari Abu Huraimh):

“Memunda-nunda  (pembavaran) vang  dilakukan olel orang
smximmp adalah swatu kezaliman... "

. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syurnid bin Suwaid, Abu Dawud

dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majoh dan Syuraid bin Suwaid, dun
Ahmad dari Syuraid bin Suwnid:
s fne poe & . - By
B Ll ) ]
“Memmnda-nunda  (pembayaran) vang dilakukan olely orang
mampu  menghalalkan  harga  diri dan  pemberian  sanksi
kepadanya. ™

. Hadis Nabi riwayat Thau Majah dari “Ubadah bin Shamit, riwayat

Ahmad dari Tbnu *Abbas, dan Malik dori Yahya:

SRR
“Tidak boleh membahayakan divi sendivi dan tidak boleh pula
membahavakan orang lain.™

. Kaidah figh:

op -"c’aoﬁ“n . ond ). -
RPN PR N K B R R JEL PR B S
“Pada dosarmya, segala bentuk mu'amalar boleh  dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
i S
“Bahava (beban berar) harus dihilanghan

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional bersama
dengan Dewan Standar Akuntans) Keuangan Ikatan Akuntan
Indonesin pisda hant Sabtu, tanggad 7 Rabi'ul Awwal 1421 H/10
Juni 2000

. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syan'ah Nastonal pada han

Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H/16 September 2000

MEMUTUSKAN

: FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG
MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

¢ Ketentyan Umum

Dewan Svanah Nasional MUI
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17 Sanksi atas Nasabah 3

B

6

Sanks1 yang discbut dalam farwa i adalah sanksi yang
dikenakan LKS kepada nasabuh yang mampy membayar, tetapi
menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force
majenr tidak boleh dikenakan sanksi,

Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayamn  dan/atiu
tidok mempunyni kemauan dan itikad baik untuk membayar
hutungnya boleh dikemakan sanksi.

Sunksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan  agar
masabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewagibannya,

Sonksi dapat berupa denda sejumlah vang yang besarnya
ditentukan oty dosar  kesepakatan  dan  dibuat  suat  akod
ditundatungani.

Dana yang berusul dari denda diperuntukkan sebagai duna sosial.

Kedia ¢ Jika salah sam pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
wrjadi perselisiban di antora kedua belab pihak, maka penyele-
sitannya dilokukan melslul Badan Arbitrast Syan'ah setelah tidak
sercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga . Fatwa mi berlaku sejak tanggal ditetapkan dengun ketentuan jika di
kemuchan han temmyata terdapat kekeliruan, akan diwbah  dan
disempurnakan sebagaimann mestinya.

Ditetapkan di ¢ Jakarta
Tanggal :

vd

© 17 Jumadil Akhir 1421 H.
16 September 2000 M.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAIELIS ULAMA INDONESIA

Dewan Svariah Nasional MU
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A. Landasan Fatwa

Sanksi denda bagi keterlambatan pembayaran utang merupakan satu diskursus
yang terus berkembang hingga kni, dan masih menyisakan perbedaan pandangan
hingga Kkini. Termasuk di Indonesia. Pengaplikasian sanksi denda bagi keterlambatan
pembayaran utang masih  menimbulkan  perselisihan dan  perbedaan
pengaplikasiannya di berbagai lembaga keuangan syariah di indonesia.

Sebagai lembaga pemberi fatwa dalam hal ekonomi Islam, DSN MUI pun
menerbitkan Fatwa terkait hal keterlambatan pembayaran utang. Dalam Fatwa DSN
no: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda
pembayaran. DSN MUI mengeluarkan fatwa dengan berbagai pertimbangan Istinbat
hukum, yakni dari Nash Qur’an, Hadis, dan kaidah kaidah fikih, sebagai berikut.

1. Al-Quran
a. Firman Allah QS. al- Ma’idah/5:1

ag;zijb \).:j\/ 1%yl ’.:,'\jt Lf;\/-::f:s’é
”Penuhilah akad-akad itu.....,” maksudnya adalah penuhilah janji-janji
yang kalian tetapkan kepada Tuhan kalian dan akad-akad yang kalian
tetapkan kepada Tuhan kalian. Kalian mewajibkan hak kepada Allah,
maka penuhilah secara sempurna kewajiban kepada Allah dan orang lain,
serta janganlah kalian melanggar, melainkan penuhilah setelah kalian
menetapkannya.’

Ayat di atas sangat tegas menekankan bahwa akad harus di penuhi dari
segala aspek-aspek yang terkandung di dalamnya dengan sempurna, dan

mengancam bagi siapa saja yang tidak memenuhi akad tersebut dengan sempurna.

! Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Jogjakarta: Gadjah Mada
University Press, 2010), h. 220.
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Hal ini dikarenakan bahwa rasa aman harus di rasakan bagi semua pihak yang
terlibat dalam akad, tidak boleh ada unsur paksaan yang bisa saja membuat ada

pihak yang tertekan.’

Bahwa dengan mengutip Q.S Al-maidah ayat 1 sebagai landasan fatwa di
atas, para ulama yang tergabung dalam komisi fatwa melihat persoalan penerapan
sanksi denda sebagai bagian dari upaya untuk mendorong para pihak terutama
debitur untuk menepati akad yang telah disepakati prihal besaran dan waktu
pembayaran angsuran. Dengan mengutip ayat tersebut, terdapat logika demikian,
bahwa Tuhan memerintahkan para pihak yang berakad untuk menepati akad yang
dibuat, untuk itu dibuatlah aturan pengenaan denda bagi keterlambatan
pembayaran utang, hal ini dipandang sebagai upaya preventif agar kedua pihak

dapat patuh dan memenuhi akad.

2. Hadist

Persoalan denda pembayaran utang atau angsuran memang merupakan
persoalan muamalah yang sudah terjadi dari sejak zaman dahulu dalam proses
interaksi manusia. Selain dasar hukum AL-Qur’an di atas, ada juga beberapa
Hadis yang menjadi dasar konstruksi hukum fatwa DSN no: 17/DSN-
MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda pembayaran. ini.

Yakni sebagai berikut:

2 Anshori, h. 220.
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a. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi Nomor Hadist 1272 dari 'Amr

bin 'Auf

5 B 06 el el L e 06 (SO e 2 nd Bl
Wy o 3050 O e ol 0p o e i e of B
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Dengan menggunakan hadis di atas, komisi fatwa memandang bahwa
persoalan penerapan denda bukanlah persoalan yang memperbolehkan atau
menghalalkan suatu yang asalnya haram. Itu artinya MUI menilai bahwa
mengenakan tambahan pembayaran statusnya tidaklah sama dengan

penambahan utang dalam konteks riba.

b. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu
Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu
Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan
Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu

Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah)

® Abl ‘is& Muhammad bin ‘Isd bin Saurah bin Mdsa bin adh Dhahak at Tirmidzi, Sunan at-
Tirmidzi, vol. 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), him. 28.
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DSN-MUI memandang bahwa pemberlakuan denda disini dikarenakan
perbuatan dzolim nasabah kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah,
sehingga denda disini diharapkan bisa menghindarkan kerugian yang akan
dialami oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah.’

Disinilah nilai etika dalam bisnis Islam, dalam konteks hutang piutang,
seyogyanya yang berhutang dan mampu membayarnya harus segera
membayarkan hutangnya tanpa menunda nunda, apalagi melewati tempo yang
dijanjijkan. Jika setiap pihak berkomitmen baik, maka tidak perlu ada lagi
pelanggaran yang mengakibatkan salah satu pihak menjadi dirugikan. Apalagi
dalam konteks bisnis keuangan modern, likuiditas uang merupakan hal yang

sangat krusial dalam bisnis keuangan modern. maka untuk itu sebagai nasabah

* Abi ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah al Ju’fi al
Bukharf, Shahih al-Bukhéri, vol. 3 (Beirut: Dar Thaugq an-Najah, 2001), him. 118; Muslim bin al
Hallaj Abd al Hasan al Qusyairi an Naisabdri, Shahth Muslim, vol. 3 (Beirut: Dar lhya at-Turats, t.t.),
him. 1197; Ab( Abdullah Muhammad Bin Yazid bin Majah al Qazwini, Sunan Ibnu M4jah, vol. 2
(Kairo: Dar al-Thya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), hlm. 803; Abli Dawud Sulaiman bin al Asy’ats bin
Ishdq bin Basyir bin Syidadd bin ‘Amra al-Azdi as Sijistani, Sunan Abd Dawud, vol. 3 (Beirut:
Maktabah al-‘Ashriyah, t.t.), him. 247; Abl ‘Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al Khuraséani
an Nasa’1, Sunan an-Nasd i, vol. 7 (Aleppo: Maktab al-Mathbi’at al-Islamiyyah, 1986), him. 317; AbQ
‘1s& Muhammad bin ‘isd bin Saurah bin Misa bin adh Dhahék at Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, vol. 2
(Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), him. 591.

> Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer (Jakarta: Republika, 2019), h. 159.
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yang berhutang, harus juga memiliki kesadaran penuh untuk berkomitmen

memenuhi pembayaran.®

c. Hadis Nabi riwayat Nasa’i Nomor Hadist 4611 dari Syuraid bin Suwaid,
Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid,

dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid.:.

Z.U’: @1:;3:3 @ Jb ‘CSJ @ :j\g ‘M‘J":J::’;‘:“ ’;:;-f
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Rasulullah  shallallahu’alaihi wa sallam menjelaskan bahwa boleh
menjatuhakn sanksi hukumannya kepada orang tidak membayar utang,
padahal dalam kondisi mampu. Dan sebagian para ulama ada yang

menganggap bahwa sanksi yang di maksud adalah denda sjumlah uang.?

® Idri, Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi, ( Jakarta: Prenadamedia group,
2016) cet 2h. 222

" Abi ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hildl bin bin Asad asy Syaibani,
Musnad Ahmad, vol. 29 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), him. 465; al Qazwini, Sunan lbnu
Majah, 2:hIm. 811; as Sijistani, Sunan Ab( Dawud, 3:hlm. 313; an Nasa’i, Sunan an-Nasd 7, 7:hlm.
316; Ab( al Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayy(b bin Muthair al Lakhmi asy Syamf ath Thabranf,
al-Mu’jam al-Ausath, vol. 3 (Kairo: Dar al-Haramain, t.t.), him. 46; Abd al Q&sim Sulaimén bin
Ahmad bin Ayy(b bin Muthair al Lakhmi asy Sydmi ath Thabrani, al-Mu jam al-Kabir, vol. 7 (Kairo:
Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994), him. 318; Abd ‘Abdullah Muhammad bin ‘Abdullah al H&kim an
Naisablri, al-Mustadrak ‘ald ash-Shahihain, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), him. 114;
Abil Bakar Ahmad bin al Husain bin “Alf bin ‘Abdullah bin Misa al Khusraujirdi al Baihaqi, as-Sunan
al-Kubrd, vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), hlm. 85.

8 Erwandi Tarmidzi, Harta Haram (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), h. 471.
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Meskipun begitu, prihal bentuk sanksi inilah yang kemudian menuai beragam
pandangan yang mengakibatkan perbedaan penerapannya dalam lembaga
keuangan syariah. apakah sanksi tersebut berbentu denda uang, ataupun sanksi
sosial ataupun bentuk lainnya.

Berdasarkan sumber hadist yang dijadikan landasan dalam fatwa ini, MUI
memandang bahwa sanksi yang dimaksudkan dalam hadist tersebut bisa
dengan denda sejumlah uang, walaupun tetap dengan syarat bahwa nasabah
dalam kondisi mampu dan uang hasild enda tidak menjadi kas untuk Lembaga
Keuangan Syariah.

d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad

dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya

J)‘;r uﬁ cj:».::o L’/Lf Jb d‘gjﬂ ’A:./F ‘3"/ :}6 > o Joen L::fl;-
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Berdasarkan hadist di atas, haram hukumnya melakukan sesuatu yang

menimbulkan ke mudharatan (kerugian), dan hal tersebut harus dihilangkan.

% Malik bin Anas bin Malik bin Amir al Ashbahi al Madani, al-Muwaththa’, vol. 2 (Beirut: Dar
Thya’ at-Turats al- Arab, 1985), h. 745; Abt ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal
bin bin Asad asy Syaibani, Musnad Ahmad, vol. 5 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 55; al
Qazwini, Sunan Ibnu M&jah, 2:h. 784; Abl al Hasan ‘Ali bin Ahmad bin Mahdi bin Mas’d bin an
Nu’mén bin Dinar al Baghdadi ad Daruquthni, Sunan ad-Daruquthnf, vol. 5 (Beirut: Muassasah ar-
Risalah, 2004), h. 407; Ab( al Qasim Sulaiméan bin Ahmad bin Ayylb bin Muthair al Lakhmi asy
Syami ath Thabréani, al-Mu jam al-Ausath, vol. 1 (Kairo: Dér al-Haramain, t.t.), h. 307; Abl ‘Abdullah
Muhammad bin ‘Abdullah al Hakim an Naisabiri, al-Mustadrak ‘ald ash-Shahihain, vol. 2 (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), h. 66; al Baihaqi, as-Sunan al-Kubr4, 6:h. 268.
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Dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah etrkait nasabah yang menunda
pembayaran angsuran, maka dalam hal ini pihak Lembaga Keuangan Ysariah
mengalami kerugian, maka nasabah dikenakan sanksi berupa denda uang
utnuk menutupi kerugian yang diderita oleh pihak lembaga keuangan
syariah..'® Ajaran ekonomi Islam mengajarkan bahwa dalam setiap trannsaksi
seyogyanya dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada salah satu
pihak yang dirugikan.

DSN-MUI menilai bahwa dalam hal ini pihak Lembaga Keuangan Syariah
mendapatkan kerugian dan kemudharatan yang nyata, maka dari itu hal
tersebut harus dihindari, yang mana salah satunya bisa dengan cara
memberikan sanksi denda kepada nasabah.™

3. Kaidah

Kepada semua perbuatan muamalah. Bentuk muamalah secara sempit
adalah aktivitas-aktivitas ekonomi, seperti jual beli, utang piutang, ijarah, dan

transaksi transaksi lainnya.

Co

s S5 s O Of Y gyl oSGl s

10 Tarmidzi, Harta Haram, h. 470-471.
! Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer, h. 160.

12 Fathurrahman Azhari, Qawaid Fighiyyah Muamalah (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan
Kuaitas Ummat Banjarmasin, 2014), h. 156.
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Dengan menggunakan kaidah asas dalam muamalah sebagaimana tersebut
di atas, sebagai landasan hukum, itu artinya komisi fatwa memandang dan menilai
bahwa persoalan penerapan denda keterlambatan pembayaran utang ialah bahwa
denda terhadap keterlambatan utang bukanlah suatu yang telah jelas disebut
sebagai suatu yang haram. Karenanya mereka memandang bahwa belum terdapat

dalil yang mengharamkan sanksi denda

Berdasarkan pada qaidah fighiyyah di atas, maka setiap muslim diberi
ruang yang cukup bebas untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, asalkan
tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Prihal hutang piutang, prihal
pebiayaan dan sebagainya merupakan hal yang dibolehkan, termasuk dalam
perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya. namun kebolehan tersebut
dapat tercela jika ada keharaman di dalamnya. Dalam hal ini contohna ialah
kebolehan hutang piutang, tetapi dilarang adanya praktik riba. Jadi pada dasarnya
transaksi hutang atau angsuran itu boleh tetapi jika ada praktik haram di dalamnya

menjadi transaksi yang terlarang.

Faktor yang menyebabkan dilarangnya suatu transaksi adalah disebabkan
karena faktor-faktor: haram zatnya (haram li-dzatihi), haram selain zatnya (haram
li ghairihi); dan tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Dari tiga konsep ini dapat

diperjelas sebagai berikut:
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a. haram zatnya (haram li-dzatihi)

Yangmasuk ke dalam kategori haram karena zatnya yaitu objek dari
akad tersebut memang di larang dalam Agama. sebagaimana diterangkan dalam

al-Quran pada surah Q.S. al-Maidah/5:3:\
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1) Bai’ Al-Maitah

Al-Maitah menurut bahasa adalah hewan yang sudah mati, akan tetapi
tidak disembelih sebelumnya. Sedangkan menurut istilah syara’ terdapar
perbedaan pendapat dari para ulama.

Hanafiyah berpendapat bahwa bangkai adalah setiap binatang yang
matinya tidak disembelih, akan tetapi tidak berdasarkan syariat Islam, baik
binatang tersebut dagingnya dapat dimakan atau tidak."”

Malikiyah berpendapat bahwa bangkai adalah setiap binatang yang

matinya tidak disembelih walaupun dagingnya dapat dimakan. Mereka

3 Enang Hidayat, Figih Jual Beli (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015); Tarmidzi, Harta
Haram, 157.
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menjelaskan bahwa setiap bitangan yang disembelih hukumnya adalah suci
kecuali diharamkan memakannya.™

Syafi’iyah berpendapat bahwa bangkai adalah setiap binatang yang
matinya tidak disembelih menurut aturan hukum Islam. Missalnya
disembelih oleh majusi.*

Hanabilah berpendapat bahwa bangkat adalah binatang yang mati tidak
berdasarkan aturan hukum Islam. Misalnya binatang yang disembelih untuk
berhala, atau binatang yang disembelih akan tetapi urat tenggorokannya
tidak putus. Begitu pula menyembelih binatang yang dagingnya haram untuk
dimakan.*
33}3%7333@8 , 5.43;-351;!3“ , 253:3@93;5‘;;33315’5‘3
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¥ Hidayat, Figih Jual Beli, h. 157.
% Hidayat, h. 157.
'8 Hidayat, h. 147.

7 Abii al Hasan ‘Ali bin Ahmad bin Mahdi bin Mas’iid bin an Nu’man bin Dinar al Baghdadi
ad Daruquthni, Sunan ad-Daruquthni, vol. 1 (Beirut: Muassasah ar-Risélah, 2004), h. 70.
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2) Jual Beli Arak

Arak adalah jenis minuman yang membuat orang bisa mabuk, apa saja
minuman atau sesuatu yang membuat mabuk termasuk dalam kategori ini.
Akan tetapi ini terbatas pada sesuatu yang dimakan atau diminum, tidak
dikategorikan misalnya mabuk dalam perjalanan menggunakan alat
transportasi.*®

Hanafiyah berpendapat bahwa tidak diperbolenkan menperjual belikan
minuman yang memabukkan, karena diharamkannya kepada kaum muslimin
memiliki dan memanfaatkannya. Hal yang jadi pertimbangan hanafiyah
adalah karena minuman yang memabukkan itu najis, sehingga tidak sah
menjadi objek jual beli.”

Malikiyah berpendapat tidak boleh hukumnya memperjual belikan
minuman yang memabukkan, karena hukumnya najis.?

Syafi’iyah berpendapat bahwa tidak sah hukumnya memperjual belikan
minuman yang memabukkan, karena najis zatnya. Mereka memandang
bahwa benda-benda itu terbagi kepada dua macam, yaitu benda yang najis

dan benda yang suci.”

'8 Hidayat, Figih Jual Beli, h. 159.
Y Hidayat, h. 163.
% Hidayat, h. 163.

2! Hidayat, h. 163-164.
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Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat semua mazhab di atas,
yaitu hukumnya tidak boleh karena minuman yang memabukkan najis
karena zatnya.*
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3) Jual Beli Anjing

Terdapat perbedaan pandangan hukum memperjual belikan anjing, ada

yang memeprbolehkan ada juga yang tidak memperbolehkan.

%2 Hidayat, h. 164.
% as Sijistani, Sunan Abli Dawud, 3:h. 279.

24 as Sijistant, 3:h. 326.
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Hanafiyah berpendapat diperbolehkan memperjual belikan anjing.
Mereka menganalogikan anjing dengan binatang buas yang bertaring selain
babi. Menurut mereka anjing adalah termasuk harta. Oleh karena itu bisa
menjadi objek jual beli dan harta yang diperjual belikan dan di manfaatkan
termasuk rukun yang penting dalam jual beli. Setiap sesuatu yang bisa
dimanfaatkan dan diperbolehkan, maka boleh diperjual belikan.”

Menurut hanafiyah, anjing bisa dimanfaatkan untuk berburu baik itu
anjing terlatih maupun tidak.

Malikiyah berpendapat memperjual belikan anjing hukumnya mutlak
tidak sah, baik anjing untuk berburu atau menjaga rumah atau selain dari
keduanya. Walaupun anjing boleh dimanfaatkan untuk berburu dan lain
sebagainya, tetapi tidak boleh diperjual belikan.”’

Syafi’iyah berpendapat bahwa memperjual belikan anjing hukumnya
tidak boleh, baik anjing yang terlatik amupun tidak terlatin. Alasannya karena
anjing termasuk binatan gyang najis zatnya, sedangkan syarat sah jual beli
adalah harus suci objek yang diperjual belikan itu.”®

Hanabilah berpendapat sama seperti Syafi’iyah. Mereka mengharamkan

jual beli benda najis yang mungkin bisa dihilangkan najisnya, sedangkan

% Hidayat, Figih Jual Beli, h. 175.
% Hidayat, h. 175.
%" Hidayat, h. 174.

% Hidayat, h. 175.
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najisnya anjing tidak mungkin bisa dihilangkan. Oleh karena itu, larangan
memperjualbelikannya lebih kuat.*

Dalil yang menjadi sandaran pendapat yang tidak membolehkan adalah
sebagai berikut
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Sedangkan dalil bagi pendapat yang membolehkan adalah sebagi berikut;
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4) Jual beli Babi
Hanafiyah berpendpat bahwa apabila babi dijadikan objek jual beli,
maka hukumnya batal. Sedangkan apabila dijadikan alat tukar-menukar atau

harga maka hukumnya fasid. Hanafiyah sepakat bawah jual beli yang

» Hidayat, h. 176.
% 3l Bukhari, Shahih al-Bukhari, 7:h. 87.

%! an Nasa’1, Sunan an-Nasd 7, 7:h. 184.
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dilakukan orang muslim hukumnya tidak sah. Alasannya babi bukan termasuk
harta yang boleh dijadikan objek jual beli.**

Malikiyah berpendapat bahwa jual beli babi hukumnya haram.
Alasannya karena hukum menjual setiap benda yang najis dalam keadaan
tidak darurat menggunakannua hukumnya adalah haram.*

Syafi’iyah  berpendapat tidak boleh memperjual belikan babi .
alasannya aadalah karena babi itu termasuk najis. Najisnya babi itu sama
hukumnya dengan najisnya minuman yang memabukkan.**

Hanabilah berpendapat bahwa jual beli babi hukumnya tidak boleh.
Karena babi merupakan sesuau yang najis, sedangkan menurut hanabilah
syarat objek utamanya harus suci.*

5) Jual Beli Darah

Para ulama sepakat mengenai haramnya memperjualbelikan darah yang
mengalir dan mengenai kenajisannya. Kesimpulan dari pendapat mereka
adalah sebagai berikut.

Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya batal memperjual belikan
darah yang mengalir. Alasannya karena diharamkannya oleh hukum Islam.

Selain itu karena terdapat larangan yang jelas dalam emmperjualbelikannya.

% Hidayat, Figih Jual Beli, h. 182.
% Hidayat, h. 182.
% Hidayat, h. 182.

% Hidayat, h. 182.
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Juga karena tidak dipandang sebagai harta yang merupakan onjek pokok jual
beli.*®

Malikiyah berpendapat hukumnya batal memperjualbelikan darah.
Karena menurut mereka salah satu syarat sahnya jual beli itu adalah objek
danalat tukarnya harus suci, sedangkan darah hukumnya najis.*

Syafi’iyah berpendapat sama dengan Malikiyah yaitu salah satu syarat
jual beli harus suci, sedangkan darah hukumnya najis. Dengan demikian
memperjualbelikan darah hukumnya batal.*®

Hanabilah berpendapat sama dengan ulama lain di atas, yaitu hukumnya
batal karena darah hukumnya najis.*

b. haram selain zatnya (haram li ghairihi)

Transaksi yang termasuk golongan haram selain zatnya yaitu transaksi
yang melanggar prinsip “an taradhin minkum” yakni: Para alhi figih menjelaskan

secara umum faktor penyebab transaksi muamalah yang diharamkan yaitu:

1) Komoditi atau jasa haram, usaha yang mengarah pada kemaksiatan.
2) Maysir, kepemilikan harta tanpa akad yang diperkenankan atau melalui

permainan.

% Hidayat, h. 189.
% Hidayat, h. 190.
% Hidayat, h. 190.

% Hidayat, h. 190.
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Maysir merupakan transaksi yamg digantungkan kepada suatu keadaan
yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.* Atau dalam kata lain taruhan
mengandung unsur judi.**

Perjudian itu dilarang dalam semua bentuknya. Keuntungan yang
didapatkan hanya bersumber dari keberuntungan semata. Aktivitas ini bersifat
untung-untungan dan spekulatif tinggi. Dalam al-Qur’an surah al-maidah/5:90-

91 Allah telah secara tegas melarang praktik perjudian.
r ’U ° /0/°/ I /’/ 0/’/ O/° e e /0.‘ /*"
Joo e ey U0 Gl Juddliy s G155 G Gl e
’ o P g ’
Sy (SIS s ,wu ¢ )

Id

Sy 0 S g Sl 8 (K g o Gk 2 )

’

O 81 b sl o5 ) 53

3) Gharar
Gharar adalah sesuatu dimana adanya ketidak pastian dari kedua pihak
yang bertransaksi. Dalam interpretasi dunia keuangan modern.** Akad

muamalah dilarang menperjanjikan hal yang keberadaannya tidak pasti.*

“0 Sultan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), h. 171.

*! Muhammad Syarif Hidayatullah, Perbankan Syariah (Banjarbaru: Dreamedia, 2017), h. 18.
*2 Hidayatullah, h. 17.

*% Sjahdeini, Perbankan Syariah, h. 168.
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Imam malik mendefinisikan gharar sebagai Jual beli yang mana yang
menjadi iobjek dalam akad tersebut masih tidak tersebia, sehingga keadaan
dari objek akad tersebut tidak bisa diketahui secara jelas.*

H.R. Abu Daud No. 3189
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Contoh transaksi gharar misalhnya penjual berkata “aku jual ikan
didalam kola ini semuanya kepada mu dengan harga Rp
1.000.000”.sementarta si penjual tidak menjelaskan isi dari kolam tersebut,
baik itu dari jumlah ikan yang ada, maupun jenis-jenis ikan. Dan sipembeli
juga tidak menanyakan. Sehingga transaksi ini menjadi gharar dikarenakan
ada ketidak jelasan didalamnya.

4) Riba.

Riba secara bahasa berarti bertambah. Sedangkan secara istilah riba
dapat diartikan pengembalian tambahan baik dalam traksaksi jual beli maupun
utang-piutang secara bathil atau bertentangan dengan prinsip syariah. Tidak

semua yang namanya tambahan itu dilarang, melainkan hanya tambahan yang

* Sjahdeini, h. 169.

%5 an Naisabari, Shahth Muslim, t.t., 3:h. 1153.
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tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Karena Islam tidak melarang umatnya
untuk berbisnis dengan terap dalam koridor syariah..*®
Dalil Larangan Riba

(Q.S. ar-Rum:39)
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5) Najsy

“® Hidayatullah, Perbankan Syariah, h. 9.
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Najasy merupakan Suatu cara di mana ada orang yang berpura-pura
nenawar harga atas suatu barang, dengan tujuan mengelabui pembeli lain agar
tertarik dengan barang tersebut. Transaksi Najasy terjadi si penjual bekerja
sama dengan seseorang untuk memujki-muji jualannya di depan pembeli lain,
agar pembeli lain tersebut merasa tertarik akan barang jualannya.

Jual beli najasy adalah sebuah tipu muslihat dan merupakan transaksi
yang terlarang. Jual beli seperti ini mengandung unsur penipuan dengan
pembeli tidak mendapatkan informasi yang tepat karena termanipulasi. Secara
sederhana, transaksi tersebut dapat diistilahkan jual beli kecohan, rekayasa
permintaan atau permintaan palsu.*’

H.R. Bukhari No. 2006
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6) Ikhtikar, mempermaikan harga dengan cara menimbun.

*" Hidayatullah, h. 19-20.

“8 al Bukhari, Shahih al-Bukhari, 3:h. 71.
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Menurut imam Ghazali, ihtikar adalah Menimbun suatu barang pada
saat kondisi tertentu, dengan tujuan menjualnya kembali ketika harga naik.*

Dalil Larangan ihtikar H.R. Muslim. No. 3012
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7) Ghasy
Ghisysy adalah Menutupi suatu kekurangan dari objek akad tersebut,
karena takut pembeli tidak jadi membeli barang tersebut jika diketahui
kekurangannya
Dari definisi di atas, najasy jelas di larang karena ada unsur ketidak
jujuran di dalam transaksinya. Misalnya pedagang menjual barnag berupa
laptop bekas, ada pembeli yang berminat membeli barang tersebut, akan tetapi
dikarenakan si pembeli tidak begitu mengerti tetang laptop, si penjual menutupi
ke cacatan yang ada pada laptop tersebut, dengan tujuan agar si pembeli tetap

jadi untuk membeli barang si penjual. Transaksi ini jelas merugikan pembeli,

* Hidayatullah, Perbankan Syariah, h. 20.

%0 Abii al Hasan Muslim bin al Hallaj al Qusyairi an Naisabdri, Shahth Muslim, vol. 3 (Beirut:
Dar Thya’ at-Turats al-Arabi, t.t.), h. 1227.

5! Tarmidzi, Harta Haram, h. 165.
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karena dengan tidak dijelaskan ke cacatan barrnag etrsebut, membuat brang
tersebut kualitasnya tidak sesuai dengan yang diinginkan si pembeli, dan bias
jadi membuat barang tersebut menjadi lebih cepat rusak yang membuat
sipembeli menjadi kecewa atau terdzolimi.
8) Tadliis

Tadlis adalah transaksi yang mana salah satu pihak tidak mengetahui
secara secara jelas semua yang terikat dalam akad tersebut, maka dari itu tadlis
disebut pula penipuan, dikarenakan ketidaktahuan satu pihak bias menjadi
unsur penipuan yang merugikan. Unsur-unsur tadlis antara lain:
menyembunyikan kecacatan barang, mengurangi takaran, memanfaatkan
ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar dan menyanggupi waktu p-
enyerahan barang padahal yang sebenarnya tidak akan sanggup
memenuhinya.>

Tidak Sah Atau Tidak Lengkap Akadnya

syarat sah suatu akad antara lain;

1) Aqid (orang yang berakad)
Disyaratkan mempunyai kemampuan (ahliyah) dan (wilayah)

kewenangan untuk melakukan suatu akad muamalah.

52 Hidayatullah, Perbankan Syariah, h. 22.
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Yang dimaksud Ahliyah adalah pantasnya seseorang yang akan
melakukan suatu akad berupa segala sesuatu yang melekad dalam akad tersebut
yaitu memenuhi segala hak dan kewajiban and juga sah di mata hukum,
misalnya berakal dan mumayyiz. Sementara itu wilayah adalah kewenangan
secara syar’i yang dapat memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan juga
tindakan hukum yang bisa menimbulkan akibat hukum.>® Para ulama ushul

membagi ahliyah kedapa dua bentuk:

Pertama, ahliyah al-wujub, yaitu pantas tidaknya seseorang untuk diberi
hak dan kewajiban. Kepantasan ini berlaku pada setiap manusia yang hidup.
Baik masih kecil remaja, atau bahkan tua, sakit mauun sehat. Ahliyah al-wujub
ada dua, yaitu 1) ahliyah al-wujub nasigah, kemampuan seseorang sampai
pada batas menerima hak dan kewajiban yang belum sempurna. Misalnya bayi
yang baru lahir, sudah berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. 2)
ahliyah al-wujub kamilah, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban
dengan sempurna.> Adanya syarat bagi orang yang melakukan akad mempunya

ahliyah dan wilayah maka hukumnya ada tiga:

a) Apabila agid mempunyai ahliyah al-ada” kamilah dan wilayah, maka

akadnya menjadi sah.

%3 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, h. 48.
> Rozalinda, h. 48.
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b) Apabila akad berlangsung dari orang yang tidak mempunyai ahliyah
dan wilayah, maka akad tersebut batal. Misalnya transaksi yang
dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau anak
yang masih kecil yang mana belum berakal. Namun jika akad tersebut
mendatangkan manfaat terhadap anak misalnya menerima hadiah, maka
akadnya sah, namun jika berpotensi menimbulkan kerugan, maka harus
dengan seijin walinya baru bisa di anggap sah.

c) Apabila akad berlangsung dari orang yang memiliki ahliyah al-ada’
kamilah tetapi tidak memiliki wilayah (kewenangan) melakukan
transaksi, maka akadnya disebut fudhuli.®®

2) Ma’qud ‘alaih (0bjek akad)

Yang menjadi objek muamalah dalam Islam adalah harta maupun jasa,
namun syarat utamanya adalah halal yang dibutuhkan oleh semua pihak yang
terlibat dalam akad. Maka akad akan menjadi tidak sah apabila yang menjadi
objek akad merupakan sesuatu yang diharamkan.>® Yang menjadi syarat objek

akad sebagai berikut:

a) Yang menjadi objek akad harus ada ketika ber akad, kecuali salam,
ijarah, dan isthisna.

b) Objek akad tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

% Rozalinda, h. 49.

% Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 152.
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c) Objek akad harus bisa diserah terimakan antara kedua pihak yang
terlibat, tidak boleh misalnya menjual burung yang terbang di udara.

d) Kondisi yang menjadi objek akad harus jelas, baik itu berupa kedaan,
kekurangan, kelebihan dan lain-lain yang berhubungan dengan
informasi dari objek tersebut agar terhindar dari transaksi gharar.

e) Objek akad harus mempunyai manfaat.*’

f) Obkej akad merupakan sesuatu yang bernilai harta.

g) Objek akad harus sudah menjadi hak milik dari si penjual sebelum dia
menjualnya.

h) Mempunyai nilai akan objek tersebut.>®

3) Shigat akad
merupakan ucapan menjual barang dari si penjual dan ucapan membeli
barang dari si pembeli, atau bisa juga cukup ketiak si penjual menyerahkan

abrang dan si pembeli menyerahkan uang.*

Syarat ljab dan gabul:

a) Harus secara jelas terjadi
b) Terjadi secara langsung.

c) Bersesuaian antara ijab dan gabul.

%" Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, h. 50-51.
%8 Djakfar, Hukum Bisnis, h. 157.

% Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, h. 51.
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Kaidah berikutnya yang menjadi sandaran dalam fatwa ini yaitu

5

Secara etimologis (dharar) bisa di artikan kekurangan yang ada pada

sesuatu, batasan (dharar) adalah Suatu keadaan berbahaya yang tidak mungkin bisa
di pikul oleh manusia.*®

Menurut pendapat sebagian ulama Mazhab Maliki, dharar ialah Suatu

keadaan yang mana menurut dirinya bisa mengakibatkan kematian. Sedangkan

menurut al-Suyuti, dharar adalah suatu keadaan yang harus dilakukan walaupun itu

terlarang dalam agama karena bisa mengakibatkan kematian atau nyaris binasa.®*

Dasar al-Qur’an: a. Qur’an surah al-Bagarah ayat 60:
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% Ahmad Musadad, Qawaid Fighiyah Muamalah (Malang: Literasi Nusantara, 2019), h. 145.

81 Azhari, Qawaid Fighiyyah Muamalah, h. 102.
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Al-Qur’an surah al-Bagarah ayat 231
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Redaksi kata-kada dalam qai’dah ini menunjukan bahwa kemadalratan itu
telah terjadi. Apabila telah demikian halnya, maka wajib untuk menghilangkan.®

Dalam praktiknya memang telah terjadi kerugian dari pihak LKS yang mana
memberikan utang kepada nasabah, namun nasabah menunda dengan sengaja
pembayarang angsurannya yang mengakibatkan kerugiaa yang diderita oleh pihak
LKS.

Kaidah ini mencakup dua hukum, yang pertama tidak boleh membahayakan
orang lainm baik pada jiwanya, kehormatannya dan juga hartanya. Karena
membahayakan orang lain merupakan perbuatan dzalim, dan kedzaliman diharamkan
dalam Islam. Adapun bahaya yang dilarang adalah bahaya yang berdampak nuruk
secara mutlak, atau sekalipun bahaya itu berasal dari perbuatan yang hukumnya
mubah yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Misalnya seseorang menggali
sumur di rumahnya, atau selokan yang menempel kerumah tetangganya, atau
membangun tembok yang dapat menghalangi masuknya cahaya ke rumah tetanganya,
maka apa yang dilakukannya di dalam rumah sekalipun mubah, akan tetapi apabila
berdampak pada sesuatu yang sangat membahayakan bagi tetangganya, maka

dilarang. Sedangkan apabila perbuatannya yang mubah berdampak pada bahaya

%2 Abdul Rahman Asmuji, Qaidah-Qaidah Figi (Qawai dul Fighiyah) (Jakarta: Bulan Bintang,
2012), h. 85.



94

ringan, dan tidak berat maka itu tidak dilarang. Misalnya seseorang yang membangun
tembok yang menyebabkan salah satu jendela kamar tetangganya tertutup.

Hukum yang kedua, tidak diperbolehkan membalas bahaya dengan bahaya.
Untuk membalas perbuatan tersebut hendaknya mengadukan kepada penegak hukum
yang ada.®”

Dibolehkannya berbuat atau meninggalkan sesuatu karena dharar ialah
untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan untuk yang selain yang demikian
itu. Dalam perkara ini Wahbah az-Zuhaily membagi kepentingan manusia akan
sesuatu dengan lima klasifikasi, yaitu:*

a. Dharar, yaitu posisi dimana harus melakukan sesuatu tersebut yang bahkan
terlarang dalam agama, dikarenakan bisa membahayakan atau bahkan
menimbulkan kebinasaan.

b. Hajat, kondisi dimana apabila sesuatu tersebut tidak dilakukan akan
mendatangkan kesulitan, akan tetapi dalam hal ini tidak diperbolehkan
melaklukan sesyuatu yang dilarang oleh agama Islam.

c. Manfaat, kondisi di mana manusia ingin membuat atau menciptakan
kehidupan yang layak, dan dalam kondisi ini harus melakukan sesuai
prinsip syariah..

d. Zienah, yaitu kepentingan manusia mengenai nilai-nilai estetika.

83 Abbas Arfan, 99 Kaidah Figih Muamalah Kulliyah (Malang: UIN-Maliki Pers, 2017), h. 98-
99.
® Azhari, Qawaid Fighiyyah Muamalah, h. 103-104.
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e. Fudhul, yaitu kepentingan manusia yang hanya untuk memuaskan

keinginan yang berlebihan, yang malah bisa mendatangkan kemaksiatan.

B. Analisis Istinbath Hukum Fatwa DSN no: 17/DSN-MUI/1X/2000

Berdasarkan paparan di atas, DSN-MUI terlihat jelas menggunakan metode
istishlahi dalam mengeluarkan fatwa ini, ini terlihat karena DSN-MUI
mempertimbangkan kerugian yang dialami pihak LKS ketika nasabah terlambat
membayar angsuran, kareana dari terlambatnya pembayaran angsuran membuat pihak
Lembaga Keuangan Syariah menjadi dirugikan, maka dari itu denda yang diberikan
ini diharapkan bisa mengganti memberikan efek jera agar nasbah lebih bertanggunng
jawab atas kewaibannya membayar angsuran secara tepat waktu sehingga tidak ada

pihak yang dirugikan dari hal tersebut.

Fatwa DSN no: 17/DSN-MUI/1X/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang
menunda pembayaran menggunakan 3 sumber dalil, yaitu dari Al-Qur’an, Hadist dan
Kaidah Figh. Dari sumber dalil yang digunakan dalam pengambilan fatwa ini sudah

sesuai dengan metode instinbath hukum yang telah penulis paparkan pada BAB I1.
Dalil yang menjadi dasar pengambilan fatwa ini yaitu yang pertama

Firman Allah QS. al- Ma’idah [5]: 1:

& of,)’ o:.o’ T }/‘ .. /@/"‘
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Berdasarkan dalil al-Qur’an yang digunakan dalam fatwa ini menurut
penulis bisa dijadikan sandaran, karena semua transaksi muamalah sudah pasti di
dalamnya ada akad yang mengikat. Yang tentunya setiap akad mempunyai
konsekuensi hukum yang berbeda-beda, namun dalil ini bisa menjadi acuan untuk
semua bentuk akan transaksi muamalah, bahasa dalam setiap akad harus terpenuhi
semua yang terkandung di dalam akad tersebut, misalnya objek akad, sighat akad dan

lain-lain.
Dalil yang juga digunakan dalam fatwa ini yaitu hadist

a. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf
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Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, suatu
permasalahan dalam muamalah dapat dicarikan jalan penyelesaian yang baik, tanpa
harus menghalalkan sesuatu yang haram. Adapun konteks aplikatif dari hadis di atas

pada ekonomi islam modern dapat dipandang sebagai dasar bahwa mengenai

8 at Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, 1998, 3:him. 28.
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permasalahan utang piutang, jika terdapat permasalahan maka diselesaikan dengan

cara baik, bukan dengan cara yang haram.

Berdasarkan kasus yang ada dalam fatwa ini yaitu memberlakukan denda
yang akan menambah pokok nilai hutang, yang dalam beberapa pandangan ulama, hal
tersebut termasuk riba, namun ada juga ulama yang membenarkan hal tersebut. Dan
menurut penulis hadist ini masih bisa diperdebatkan untuk dijadikan sandaran dalam
Fatwa DSN no: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda
pembayaran. Ini dikarenakan karena memang semua kalangan sudah sepakat bahwa
Riba itu memang dilarang, dan apakah yang dimaksud dalam fatwa ini terkatogerikan

riba atau tidak.

b. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu
Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah,
Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,
Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami

dari Abu Hurairah)
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% al Bukhari, Shahih al-Bukhari, 3:hlm. 118; an Naisabdri, Shahih Muslim, t.t., 3:hIm. 1197; al
Qazwini, Sunan Ibnu Majah, 2:him. 803; as Sijistani, Sunan Abd Dawud, 3:hlm. 247; an Nas4’1, Sunan
an-Nasa i, 7:hlm. 317; at Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, 1998, 2:him. 591.
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¢. (HR. Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar)
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Kedua hadis di atas ada kemiripan, yakni sama-sama menerangkan bahwa
bagi orang yang dengan sengaja menunda pembayaran utang merupan perbuatan
dzolim. Namun ada perberdaan sedikit, yakni hadis yang ke dua lebih tegas dan boleh
dikenakan sanksi. Namun dalam hadist terebut tidak diterangkan bahwa sanksi yang
dikenakan berupa denda uang, bahkan dari sumber yang penulis temukan yang
dimaksud boleh dikenakan sanksi disini adalah berupa hukum kurungan penjara. Dan
yang paling berhak untuk menjalankan sanksi krungan penjara ini adalah lembaga
penegak hukum di tempat tersebut bukan perorangan.®® Namun dari pendapat-
pendapat yang penulis temukan ada yang mengganggap bahwa denda sejumlah uang
termasuk kedalam kategori yang di jelaskan dalam hadist tersebut, namun ada juga
yang berpendapat bahwa makna boleh dikenakan sanksi tersebut bukan dikenakan
denda sejumlah uang, akan tetapi dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang

berlaku di tempat tersebut.

67 al Qazwini, Sunan Ibnu Majah, 2:h. 817.

% Muhajirin, “AL-GHARAMAH AL-MALIYAH: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus
Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang,” AL-MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN
PRANATA SOSIAL ISLAM VII (2019): h. 247.



99

Menurut penulis hadist ini masih bisa diperdebatkan sebagai sandaran atas
fatwa ini, dikarenakan tidak adanya keterangan jelas bahwa sanksi yang dimaksud

adalah denda uang.

d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari

Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya

o - %20 A6 A /,,ﬂ/
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Dengan menggunakan hadis ke-empat tersebut sebagai landasan hukum,
komisi fatwa memandang dan menilai bahwa persoalan penerapan denda
keterlambatan pembayaran utang berporos pada lembaga atau kreditur. Debitur yang
menunda pembayaran utang secara sengaja dipandang sebagai perbuatan yang

dzalim dan dapat merugikan kreditur. Hingga perlu fatwa ini sebagai upaya prefentif

agar perbuatan yang merugikan itu dapat dicegah.

Untuk dijadikan sandaran dalam fatwa ini, penulis menilai bisa untuk
dijadikan sandaran, karena menang dalam sebuah transaksi untuk tidak ada pihak
yang dirugikan agar semuanya mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya
masing-masing. Akan tetapi tinggal bagaimana cara agar terhindar dari kerugian ini

namun dengan cara yang tidak bertentangan dengan Agama.

Selain al-Qur’an dan Hadist, fatwa ini juga menggunakan beberapa kaidah

sebagai sandaran dari fatwa tersebut, yakni yang pertama;
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Menurut penulis kaidah ini sudah sangat tepat, karena memang semua

bentuk transaksi muamalah bersandar kepada kaidah ini. Seiring berjalannya waktu
membuat akad-akad yang terjadi pun juga mengalami perubahan, bahkan ada
transaksi-transaksi baru yang belum ada pada masa-masa sebelumnya, misalnya
tentang nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran angsurannya ini
merupakan sesuai yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah dahulu, dan masih
banyak lagi sesuatu yang baru dalam kita bermuamalah sehari-hari. Maka dalil ini
menjadi sangat cocok sebagai sandaran untuk mencari dalil yang tepat sesuai dengan

keadaan yang terjadi.

Kaidah kedua yang digunakan dalam fatwa ini yaitu ;
4 A }/:

Berdasarkan kasus yang terjadi dalam fatwa ini yaitu nasabah yang dengan
sengaja menunda pembayaran angsuran padahal dia mempunyai kemampuan untuk
membayarkannya pihak bank mendapatkan kerugian, dan berdasarkan kaidah ini
kerugian tersebut harus dihilangkan. Redaksi kata-kada dalam kaidah ini menunjukan
bahwa kemadalratan itu telah terjadi. Apabila telah demikian halnya, maka wajib

untuk menghilangkan.®

% Asmuiji, Qaidah-Qaidah Figih (Qawai’dul Fighiyah), h. 85.
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Menurut penulis kaidah ini sudah pas untuk digunakan sebagai sandaran
dalam fatwa Fatwa ini. Hal ini dikarenakana dalam konteks lembaga keuangan
syariah saat ini permasalahan kredit macet adalah permasalahan yang membahayakan
dan dapat mengancam likuiditas perbankan dan juga berakibat pada kestabilan

ekonomi negara.



